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Abstrak: Riset ini membandingkan kenaikan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado, serta penerimaan pajak penghasilan (PPh) final wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan alat kuantitatif. Data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi digunakan dalam penyelidikan ini. Tes pertumbuhan, tes kemanjuran, dan tes perbedaan adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM, rata-rata persentase pertumbuhan dan jumlah total penerimaan PPh final UMKM mengalami peningkatan, efektif menurun, dan dalam uji selisih diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,399 > 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh final untuk UMKM sebelum dan sesudah pengenaan.
Kata kunci: PPh Final, PP No. 23 Tahun 2018, UMKM

Abstract: This research compares the increase of taxpayers before and after the adoption of Government Regulation Number 23 of 2018 at KPP Pratama Manado, as well as the final income tax revenue (PPh) of MSMEs taxpayers. This study takes a descriptive approach while using quantitative tools. Secondary data that were obtained using documentation methods were employed in this investigation. The growth tests, efficacy tests, and difference tests were the analytical techniques employed in this research. The application of Government Regulation Number 23 of 2018 has an effect on the growth of MSME taxpayers, the average percentage of growth and the total number of MSME final income tax receipts has increased, effectively decreased, and in the difference test a probability value of 0.399 > 0.05 was obtained, meaning there is no significant difference in the amount of final income tax receipts for MSMEs before and after the imposition.
Keywords: Final Income Tax, Government Regulation 23 of 2018, MSMEs
Pendahuluan 
Mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Pada tahun 2020, penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 83,54 persen, menunjukkan hal tersebut. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan pajak terus meningkat (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020). Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak karena berlaku untuk setiap orang yang memiliki penghasilan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikenakan atas penghasilan orang tersebut untuk seluruh tahun pajak (Suci et al., 2019).
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pajak penghasilan Indonesia adalah kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Purnamasari &; Oktaviani, 2020). Meskipun memiliki omset dan laba yang jauh lebih rendah daripada bisnis besar, namun memiliki banyak potensi untuk pengumpulan pajak karena seberapa luas dan bagaimana hal itu dapat membantu perekonomian berkembang (Hakim &; Nangoi, 2015). Usaha Mikro didefinisikan sebagai perusahaan dengan aset paling banyak Rp 50.000.000,00 dan omzet paling banyak Rp 300.000.000,00 per tahun. Aset usaha kecil lebih dari Rp50.000.000 dan hingga Rp500.000.000, dan pendapatan tahunan mereka lebih besar dari Rp300.000.000 dan hingga Rp2.500.000.000. Aset usaha menengah berkisar antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, dan pendapatan tahunan mereka berkisar antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 (Tatik, 2018).
Jumlah UMKM meningkat di zaman modern, di mana pengusaha menjadi lebih inventif dan kreatif dalam memulai perusahaan mereka sendiri di berbagai industri, termasuk industri fashion, teknologi, dan makanan. UMKM adalah salah satu aliran pendapatan potensial negara, dan pemerintah dituntut untuk berkontribusi mengingat prevalensinya sedang meningkat (Mangare et al., 2020). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengatakan bahwa ada sekitar 60 juta pelaku usaha yang beroperasi sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia pada tahun 2017. UMKM juga merupakan mayoritas struktur bisnis negara saat ini, yang terdiri dari 98,79 persen perusahaan mikro, 1,11 persen usaha kecil, dan 0,09 persen perusahaan menengah. Namun, perusahaan yang signifikan di Indonesia hampir tidak membentuk 0,1% dari keseluruhan struktur ekonomi negara (Endrianto, 2015). Melimpahnya UMKM menjadi peluang bagi pemerintah untuk mendongkrak pendapatan dari industri ini. Namun, karena kurangnya keterlibatan UMKM dalam sistem pajak, hal ini menjadi tantangan (Suci et al., 2019). Menurut Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan, 1,8 juta UMKM membayar pajak di bawah sistem baru. Karena kemungkinan besar ada puluhan juta UMKM dan pendapatan pajak dari pelaku UMKM pada 2018 antara Rp5,7 triliun hingga Rp1.500 triliun, maka masih relatif sedikit (www.antaranews.com). Ini mungkin merupakan tanda bahwa masih kurangnya pengetahuan kepatuhan pajak UMKM yang signifikan.
Menurut riset Cahyani & Noviari (2019), tarif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akibatnya, penentuan tarif yang jelas juga dapat membantu memastikan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tarif pajak harus masuk akal ketika menetapkan subjek dan tujuan pajak.
Pemerintah telah mengadopsi undang-undang tentang tarif pajak UMKM pada beberapa kesempatan untuk mempromosikan pendapatan pajak. Pada awalnya, ada persyaratan hukum yang membatasi penggunaan tarif pajak penghasilan preferensial untuk UMKM kepada mereka yang sudah terorganisir sebagai bisnis. Menurut Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008 UU PPh, wajib pajak usaha dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar diberikan fasilitas berupa potongan tarif 50%. Untuk wajib pajak perusahaan domestik yang memenuhi syarat, tarif efektif adalah 12,5 persen atas pendapatan hingga Rp4,8 miliar dengan tarif pajak penghasilan badan saat itu sebesar 25%. Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan wajib memelihara pembukuan, oleh karena itu dalam keadaan ini dikenakan PPh atas penghasilan kena pajak yang ditetapkan dari perhitungan akuntansi laba rugi (pembukuan) setelah penyesuaian fiskal. (Tatik, 2018)
Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan pada tahun 2013, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, dengan tarif pajak final sebesar 1 persen untuk wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pemerintah telah membuat undang-undang ini untuk mendorong pembayar pajak agar lebih patuh dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka untuk memenuhi tujuan pendapatan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Mustofa, Kertahadi & Maulinarhadi, faktanya adalah bahwa pengumpulan pajak setelah tingkat omset 1% belum mencapai tujuan (2016).
Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru mengenai pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut dan diganti dengan peraturan ini. Tarif pajak, yang awalnya ditetapkan sebesar 1 persen tetapi sekarang hanya 0,5 persen, adalah perbedaan utama antara kedua aturan ini. Aturan ini juga mengatur durasi tarif 0,5 persen untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan komersial, dan perseroan terbatas (PT) masing-masing selama total 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018, jika UMKM memelihara pembukuan yang akurat dan memberikan rekening keuangan, maka dibebaskan dari pembayaran pajak jika terjadi kerugian (Meikhati &; Kasetyaningsih, 2019).
Penurunan tarif ini didukung oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) mendorong keterlibatan publik dalam kegiatan ekonomi formal; (2) memajukan keadilan; (3) mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya; (4) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara; dan (5) mengedukasi masyarakat umum tentang manfaat pajak. Secara tidak langsung, pemotongan tarif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, pendapatan pajak negara juga akan tumbuh (Hidayatulloh &; Fatma, 2019).
Setelah tarif pajak penghasilan final diturunkan, lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melaporkan membayar pajak, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak tarif PPh final diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak meningkat, namun belum mampu mengimbangi risiko menurunnya penerimaan PPh final UMKM. Untuk wajib pajak UMKM, pemungutan pajak penghasilan hanya Rp4,84 triliun per Agustus 2019. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang senilai Rp6,19 triliun, nilai ini menurun sebesar 21,8 persen (https://news.ddtc.co.id/).
Data tersebut menunjukkan bahwa, 13 bulan sebelum adopsi PP 23/2018, masih ada beberapa fluktuasi dalam pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Sebaliknya, telah menurun selama dua bulan terakhir.
Berbeda dengan tujuan yang ditetapkan sebesar Rp24.516.380.998, realisasi realisasi pemungutan PPh final UMKM pada tahun 2018 adalah Rp10.693.519.206. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diamati bahwa realisasi KPP Pratama Manado atas pemungutan PPh final UMKM pada tahun 2018 tidak memenuhi tujuan karena kriteria yang tidak memadai (Suci et al, 2019).

Tabel 1.  Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Bulan
	Jumlah WP Terdaftar
	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar
	Persentase Pertumbuhan

	2017
	Juni
	165.299
	
	

	
	Juli
	166.159
	860
	0,52%

	
	Agustus
	167.056
	897
	0,53%

	
	September
	167.953
	915
	0,54%

	
	Oktober
	168.995
	1.042
	0,62%

	
	November
	169.927
	932
	0,55%

	
	Desember
	171.102
	1.175
	0,69%

	2018
	Januari
	171.920
	818
	0,47%

	
	Februari
	173.082
	1.162
	0,67%

	
	Maret
	173.900
	818
	0,47%

	
	April
	174.823
	923
	0,53%

	
	Mei
	175.760
	937
	0,63%

	
	Juni
	176.641
	881
	0,50%

	
	Juli
	177.404
	763
	0,43%


Sumber: Suci (2019)

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan alat kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk meringkas atau menggambarkan suatu kondisi secara obyektif tanpa mencoba menarik kesimpulan atau generalisasi yang diakui secara universal (Sugiyono, 2018).
Data sekunder digunakan dalam penyelidikan ini. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan melalui dokumen, buku, dan terbitan berkala berupa laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, dll (Sujarweni, 2015: 89). Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah makalah dari KPP Pratama Manado yang merinci jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan jumlah PPh final yang telah mereka terima baik sebelum maupun sesudah adopsi PP 23/2018.
Laporan penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Manado untuk 2016-2020 berfungsi sebagai populasi penelitian. Sedangkan sampel terdiri dari penerimaan PPh final pelapor UMKM selama 60 bulan serta tarif pendaftaran bulanan mereka. Ini dibagi menjadi 30 bulan sebelum dan 30 bulan setelah pengenalan PP 23/2018 dari total 60 bulan. Antara Januari 2016 dan Juni 2018—30 bulan sebelum penerapan PP 23/2018—dan antara Juli 2018 dan Desember 2020—30 bulan setelahnya. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan. Purposive sampling, menurut Sugiyono (2018: 140), merupakan pendekatan sampel dengan beberapa kekhawatiran.
Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Secara khusus, metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan data wajib pajak UMKM terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan final UMKM. Makalah penelitian mencakup informasi dalam format Microsoft Excel yang telah disetujui oleh KPP Pratama Manado tentang jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan menyetorkan tanggung jawab perpajakannya serta jumlah penerimaan PPh final untuk sektor UMKM pada tahun 2016-2020.
Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Tanpa tujuan menggambar generalisasi atau kesimpulan yang luas, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan meringkas atau mengkarakterisasi data yang telah diperoleh sebagaimana adanya. Tampilan data menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan mode, median, mean (pengukuran kecenderungan sentral), perhitungan mean dan standar deviasi, dan perhitungan persentase semuanya termasuk dalam statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif, Anda juga dapat menggunakan analisis regresi untuk membuat prediksi, analisis korelasi untuk mencari hubungan yang kuat antar variabel, dan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sampel atau data populasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis tes yang berbeda—uji pertumbuhan, uji efektivitas, dan uji perbedaan—untuk membandingkan data pemungutan PPh final UMKM dan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.


Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Terdaftar Sebelum dan 
Sesudah Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Jumlah UMKM Terdaftar
	Pertumbuhan UMKM Terdaftar
	Persentase Pertumbuhan UMKM Terdaftar
	Informasi

	2016
	7687
	
	
	Tidak berhasil

	2017
	8131
	444
	6%
	

	2018
	11317
	3186
	39%
	Kurang Berhasil

	2019
	14568
	3251
	29%
	Tidak berhasil

	2020
	15145
	577
	4%
	Tidak berhasil


















Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)

Tabel 3.  Pertumbuhan Penyetoran Wajib Pajak UMKM Sebelum dan 
Sesudah Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Jumlah Setoran UMKM
	Pertumbuhan Simpanan UMKM
	Persentase Pertumbuhan UMKM Simpanan
	Informasi

	2016
	4033
	
	
	Tidak berhasil

	2017
	4950
	917
	23%
	

	2018
	5701
	751
	15%
	Tidak berhasil

	2019
	6969
	1268
	22%
	Tidak berhasil

	2020
	4062
	-2907
	-42%
	Tidak berhasil


Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)

Gambar 1.  Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar dan 
Penyetoran Kewajiban Pajak Tahun 2016-2020

Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)





Tabel 4.  Pertumbuhan Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM Sebelum Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Bulan
	Target
	Total Penerimaan PPh Final
	Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
	Persentase Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
	Informasi

	2016
	Januari
	29,636,521,000
	30,531,614,921
	-13685378689
	-44.82%
	Tidak berhasil

	
	Februari
	29,636,521,000
	16,846,236,232
	
	
	

	
	Maret
	29,636,521,000
	24,874,808,479
	8028572247
	47.66%
	Kurang Berhasil

	
	April
	29,636,521,000
	23,006,748,081
	-1868060398
	-7.51%
	Tidak berhasil

	
	Mei
	29,636,521,000
	25,088,139,589
	2081391508
	9.05%
	Tidak berhasil

	
	Juni
	29,636,521,000
	23,248,847,701
	-1839291888
	-7.33%
	Tidak berhasil

	
	Juli
	29,636,521,000
	20,335,000,763
	-2913846938
	-12.53%
	Tidak berhasil

	
	Agustus
	29,636,521,000
	21,840,073,296
	1505072533
	7.40%
	Tidak berhasil

	
	September
	29,636,521,000
	37,470,251,642
	15630178346
	71.57%
	Berhasil

	
	Oktober
	29,636,521,000
	20,962,784,313
	-16507467329
	-44.05%
	Tidak berhasil

	
	November
	29,636,521,000
	23,019,734,384
	2056950071
	9.81%
	Tidak berhasil

	
	Desember
	29,636,521,000
	45,598,599,301
	22578864917
	98.08%
	Sangat sukses

	2017
	Januari
	38,800,577,500
	21,071,189,605
	-24527409696
	-53.79%
	Tidak berhasil

	
	Februari
	38,800,577,500
	18,383,339,902
	-2687849703
	-12.76%
	Tidak berhasil

	
	Maret
	38,800,577,500
	26,361,317,868
	7977977966
	43.40%
	Kurang Berhasil

	
	April
	38,800,577,500
	21,472,488,144
	-4888829724
	-18.55%
	Tidak berhasil

	
	Mei
	38,800,577,500
	22,786,745,488
	1314257344
	6.12%
	Tidak berhasil

	
	Juni
	38,800,577,500
	21,362,359,859
	-1424385629
	-6.25%
	Tidak berhasil

	
	Juli
	38,800,577,500
	21,525,786,482
	163426623
	0.77%
	Tidak berhasil

	
	Agustus
	38,800,577,500
	27,394,184,846
	5868398364
	27.26%
	Tidak berhasil

	
	September
	38,800,577,500
	21,204,760,379
	-6189424467
	-22.59%
	Tidak berhasil

	
	Oktober
	38,800,577,500
	24,857,935,326
	3653174947
	17.23%
	Tidak berhasil

	
	November
	38,800,577,500
	32,545,721,049
	7687785723
	30.93%
	Kurang Berhasil

	
	Desember
	38,800,577,500
	50,526,060,747
	17980339698
	55.25%
	Cukup sukses

	2018
	Januari
	40,129,770,833
	23,778,059,451
	-26748001296
	-52.94%
	Tidak berhasil

	
	Februari
	40,129,770,833
	22,293,340,525
	-1484718926
	-6.24%
	Tidak berhasil

	
	Maret
	40,129,770,833
	24,127,959,713
	1834619188
	8.23%
	Tidak berhasil

	
	April
	40,129,770,833
	24,205,249,488
	77289775
	0.32%
	Tidak berhasil

	
	Mei
	40,129,770,833
	25,416,338,294
	1211088806
	5.00%
	Tidak berhasil

	
	Juni
	40,129,770,833
	21,282,902,364
	-4133435930
	-16.26%
	Tidak berhasil

	Seluruh
	763,418,578,232
	Persentase Rata-rata
	4.57%
	Tidak berhasil


Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)


Tabel 5.  Pertumbuhan Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM Pasca Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Bulan
	Target
	Total Penerimaan PPh Final
	Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
	Persentase Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
	Informasi

	2018
	Juli
	40,129,770,833
	20,433,114,529
	-849787835
	-3.99%
	Tidak berhasil

	
	Agustus
	40,129,770,833
	29,131,944,163
	8698829634
	42.57%
	Kurang Berhasil

	
	September
	40,129,770,833
	25,439,175,819
	-3692768344
	-12.68%
	Tidak berhasil

	
	Oktober
	40,129,770,833
	25,846,251,616
	407075797
	1.60%
	Tidak berhasil

	
	November
	40,129,770,833
	30,294,957,348
	4448705732
	17.21%
	Tidak berhasil

	
	Desember
	40,129,770,833
	36,896,341,184
	6601383836
	21.79%
	Tidak berhasil

	2019
	Januari
	38,636,944,667
	28,912,015,217
	-7984325967
	-21.64%
	Tidak berhasil

	
	Februari
	38,636,944,667
	22,570,232,389
	-6341782828
	-21.93%
	Tidak berhasil

	
	Maret
	38,636,944,667
	33,405,023,171
	10834790782
	48.00%
	Kurang Berhasil

	
	April
	38,636,944,667
	23,606,029,010
	-9798994161
	-29.33%
	Tidak berhasil

	
	Mei
	38,636,944,667
	33,288,171,829
	9682142819
	41.02%
	Kurang Berhasil

	
	Juni
	38,636,944,667
	22,982,434,472
	-10305737357
	-30.96%
	Tidak berhasil

	
	Juli
	38,636,944,667
	22,191,313,526
	-791120946
	-3.44%
	Tidak berhasil

	
	Agustus
	38,636,944,667
	32,350,650,489
	10159336963
	45.78%
	Kurang Berhasil

	
	September
	38,636,944,667
	25,895,138,931
	-6455511558
	-19.95%
	Tidak berhasil

	
	Oktober
	38,636,944,667
	28,468,448,695
	2573309764
	9.94%
	Tidak berhasil

	
	November
	38,636,944,667
	30,441,195,776
	1972747081
	6.93%
	Tidak berhasil

	
	Desember
	38,636,944,667
	48,285,988,686
	17844792910
	58.62%
	Cukup sukses

	2020
	Januari
	35,092,599,583
	27,585,746,928
	-20700241758
	-42.87%
	Tidak berhasil

	
	Februari
	35,092,599,583
	22,219,176,784
	-5366570144
	-19.45%
	Tidak berhasil

	
	Maret
	35,092,599,583
	22,644,530,682
	425353898
	1.91%
	Tidak berhasil

	
	April
	35,092,599,583
	18,743,912,287
	-3900618395
	-17.23%
	Tidak berhasil

	
	Mei
	35,092,599,583
	18,781,661,439
	37749152
	0.20%
	Tidak berhasil

	
	Juni
	35,092,599,583
	18,230,667,291
	-550994148
	-2.93%
	Tidak berhasil

	
	Juli
	35,092,599,583
	24,098,004,977
	5867337686
	32.18%
	Kurang Berhasil

	
	Agustus
	35,092,599,583
	16,382,982,755
	-7715022222
	-32.02%
	Tidak berhasil

	
	September
	35,092,599,583
	17,837,641,958
	1454659203
	8.88%
	Tidak berhasil

	
	Oktober
	35,092,599,583
	20,703,746,717
	2866104759
	16.07%
	Tidak berhasil

	
	November
	35,092,599,583
	24,250,175,525
	3546428808
	17.13%
	Tidak berhasil

	
	Desember
	35,092,599,583
	46,870,380,986
	22620205461
	93.28%
	Sangat sukses

	Seluruh
	798,787,055,179
	Persentase Rata-rata
	7.20%
	Tidak berhasil


Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)

Tabel 6. Efektifitas Penerimaan PPh Final UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado
	Tahun
	Bulan
	Target
	Total Penerimaan PPh Final
	Efektivitas Penerimaan PPh Final
	Informasi

	2016
	Januari
	29,636,521,000
	30,531,614,921
	103.02%
	Sangat Efektif

	
	Februari
	29,636,521,000
	16,846,236,232
	56.84%
	Efektif

	
	Maret
	29,636,521,000
	24,874,808,479
	83.93%
	Cukup efektif

	
	April
	29,636,521,000
	23,006,748,081
	77.63%
	Kurang Efektif

	
	Mei
	29,636,521,000
	25,088,139,589
	84.65%
	Cukup efektif

	
	Juni
	29,636,521,000
	23,248,847,701
	78.45%
	Kurang Efektif

	
	Juli
	29,636,521,000
	20,335,000,763
	68.61%
	Kurang Efektif

	
	Agustus
	29,636,521,000
	21,840,073,296
	73.69%
	Kurang Efektif

	
	September
	29,636,521,000
	37,470,251,642
	126.43%
	Sangat Efektif

	
	Oktober
	29,636,521,000
	20,962,784,313
	70.73%
	Kurang Efektif

	
	November
	29,636,521,000
	23,019,734,384
	77.67%
	Kurang Efektif

	
	Desember
	29,636,521,000
	45,598,599,301
	153.86%
	Sangat Efektif

	2017
	Januari
	38,800,577,500
	21,071,189,605
	54.31%
	Efektif

	
	Februari
	38,800,577,500
	18,383,339,902
	47.38%
	Efektif

	
	Maret
	38,800,577,500
	26,361,317,868
	67.94%
	Kurang Efektif

	
	April
	38,800,577,500
	21,472,488,144
	55.34%
	Efektif

	
	Mei
	38,800,577,500
	22,786,745,488
	58.73%
	Efektif

	
	Juni
	38,800,577,500
	21,362,359,859
	55.06%
	Efektif

	
	Juli
	38,800,577,500
	21,525,786,482
	55.48%
	Efektif

	
	Agustus
	38,800,577,500
	27,394,184,846
	70.60%
	Kurang Efektif

	
	September
	38,800,577,500
	21,204,760,379
	54.65%
	Efektif

	
	Oktober
	38,800,577,500
	24,857,935,326
	64.07%
	Kurang Efektif

	
	November
	38,800,577,500
	32,545,721,049
	83.88%
	Cukup efektif

	
	Desember
	38,800,577,500
	50,526,060,747
	130.22%
	Sangat Efektif

	2018
	Januari
	40,129,770,833
	23,778,059,451
	59.25%
	Efektif

	
	Februari
	40,129,770,833
	22,293,340,525
	55.55%
	Efektif

	
	Maret
	40,129,770,833
	24,127,959,713
	60.12%
	Kurang Efektif

	
	April
	40,129,770,833
	24,205,249,488
	60.32%
	Kurang Efektif

	
	Mei
	40,129,770,833
	25,416,338,294
	63.34%
	Kurang Efektif

	
	Juni
	40,129,770,833
	21,282,902,364
	53.04%
	Efektif

	
	Persentase Rata-rata
	73.49%
	Kurang Efektif

	
	Juli
	40,129,770,833
	20,433,114,529
	50.92%
	Efektif

	
	Agustus
	40,129,770,833
	29,131,944,163
	72.59%
	Kurang Efektif

	
	September
	40,129,770,833
	25,439,175,819
	63.39%
	Kurang Efektif

	
	Oktober
	40,129,770,833
	25,846,251,616
	64.41%
	Kurang Efektif

	
	November
	40,129,770,833
	30,294,957,348
	75.49%
	Kurang Efektif

	
	Desember
	40,129,770,833
	36,896,341,184
	91.94%
	Efektif

	2019
	Januari
	38,636,944,667
	28,912,015,217
	74.83%
	Kurang Efektif

	
	Februari
	38,636,944,667
	22,570,232,389
	58.42%
	Efektif

	
	Maret
	38,636,944,667
	33,405,023,171
	86.46%
	Cukup efektif

	
	April
	38,636,944,667
	23,606,029,010
	61.10%
	Kurang Efektif

	
	Mei
	38,636,944,667
	33,288,171,829
	86.16%
	Cukup efektif

	
	Juni
	38,636,944,667
	22,982,434,472
	59.48%
	Efektif

	
	Juli
	38,636,944,667
	22,191,313,526
	57.44%
	Efektif

	
	Agustus
	38,636,944,667
	32,350,650,489
	83.73%
	Cukup efektif

	
	September
	38,636,944,667
	25,895,138,931
	67.02%
	Kurang Efektif

	
	Oktober
	38,636,944,667
	28,468,448,695
	73.68%
	Kurang Efektif

	
	November
	38,636,944,667
	30,441,195,776
	78.79%
	Kurang Efektif

	
	Desember
	38,636,944,667
	48,285,988,686
	124.97%
	Sangat Efektif

	2020
	Januari
	35,092,599,583
	27,585,746,928
	78.61%
	Kurang Efektif

	
	Februari
	35,092,599,583
	22,219,176,784
	63.32%
	Kurang Efektif

	
	Maret
	35,092,599,583
	22,644,530,682
	64.53%
	Kurang Efektif

	
	April
	35,092,599,583
	18,743,912,287
	53.41%
	Efektif

	
	Mei
	35,092,599,583
	18,781,661,439
	53.52%
	Efektif

	
	Juni
	35,092,599,583
	18,230,667,291
	51.95%
	Efektif

	
	Juli
	35,092,599,583
	24,098,004,977
	68.67%
	Kurang Efektif

	
	Agustus
	35,092,599,583
	16,382,982,755
	46.69%
	Efektif

	
	September
	35,092,599,583
	17,837,641,958
	50.83%
	Efektif

	
	Oktober
	35,092,599,583
	20,703,746,717
	59.00%
	Efektif

	
	November
	35,092,599,583
	24,250,175,525
	69.10%
	Kurang Efektif

	
	Desember
	35,092,599,583
	46,870,380,986
	133.56%
	Sangat Efektif

	
	Persentase Rata-rata
	71.05%
	Kurang Efektif


Sumber: KPP Pratama Manado (data olahan 2022)

Tabel 7. Ringkasan Hasil Tes Normalitas
	Tes normalitas

	Kwitansi PPh final UMKM
	Kolmogorov-Smirnova

	
	Sig.

	Pra Pena PP 23/2018
	.000

	Post Pen PP 23/2018
	.150

	Sumber: data olahan 2022



Tabel 8. Ringkasan Hasil Tes Perbedaan (Man Whitney Test)
	Uji Statistika

	
	Hasil Penerimaan PPh Final UMKM

	Asim. Sig. (2-ekor)
	.399

	a. Variabel Pengelompokan: Kelas


Sumber: data olahan 2022
Menurut temuan kajian, pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh terhadap perkembangan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Manado, baik yang mendaftar maupun yang membayar. Ini terlihat pada Tabel 2 dan 3. Secara umum, lebih banyak wajib pajak UMKM yang mendaftar dan melakukan pembayaran pada 2018–2019; Namun, lebih sedikit yang melakukan pembayaran pada tahun 2020. Kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar dan membayar pajak dapat menjadi tanda bahwa penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi formal, meskipun tingkat keberhasilan pertumbuhannya masih pada tingkat kegagalan yang tidak memuaskan. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nita Mayangsari (2019) yang menemukan peningkatan wajib pajak UMKM yang membayar pajak pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Andri Marfiana (2019) yang menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak. Menurut studi yang dilakukan oleh Sianturi et al. (2022), PP No. 23 Tahun 2018 memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan dalam hal ini dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang menyelesaikan tugasnya.
Menurut temuan kajian, terjadi puncak dan lembah peningkatan pembayaran PPh final UMKM pasca penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Namun, persentase kenaikan dalam pengumpulan pajak penghasilan final UMKM naik rata-rata 2,63 persen. Membandingkan keseluruhan penerimaan dengan pemungutan PPh final UMKM sebelum diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp35.368.476.947. Oleh karena itu, pemangkasan tarif dalam PP No. 23 Tahun 2018 dari 1 persen menjadi 0,5 persen tidak berpengaruh pada volume penerimaan PPh final UMKM. Peningkatan wajib pajak UMKM yang membayar tanggung jawabnya secara penuh dapat menangkal penurunan tarif PPh akhir yang dinilai kepada wajib pajak. Pemungutan PPh final untuk UMKM justru naik bukannya menurun. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Andri Marfiana (2019) yang menunjukkan bahwa pembayaran pajak wajib pajak UMKM meningkat setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
Setelah diukur 30 bulan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018, terdapat 6 bulan dengan penerimaan melebihi 80% dan memenuhi kriteria cukup efektif hingga sangat efektif. Ini sebenarnya mewakili penurunan dari 7 bulan sebelum PP No. 23 tahun 2018 pelaksanaan di mana penerimaan melebihi 80%. Tujuan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Manado bervariasi dari tahun ke tahun, dan ketika menilai khasiatnya, target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Manado digunakan sebagai perbandingan. Meskipun demikian, penilaian ini tidak cukup sebagai dasar untuk evaluasi. Sementara itu, jika perbandingan dilakukan dengan berbagai tujuan, hasil yang berbeda akan ditemukan. Setelah diperkenalkannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh final untuk UMKM rata-rata sebesar 71,05 persen dengan kriteria kurang efektif. Hal ini masih sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Suci et al. (2019), yang menemukan bahwa meskipun UMKM telah menetapkan tujuan pendapatan, penerimaan pajak penghasilan akhir mereka masih belum efektif.
Jumlah penerimaan PPh final UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado dapat diamati sama berdasarkan analisis statistik temuan penelitian. Hal ini terbukti dari hasil uji Mann Whitney Test Difference bahwa nilai probabilitas adalah 0,399 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun tidak mampu mempengaruhi secara signifikan bagaimana UMKM di KPP Pratama Manado menerima PPh finalnya. Studi ini mendukung analisis Pratami dari tahun 2021, yang menunjukkan bahwa pengenalan PP No. 23 Tahun 2018 tidak banyak berdampak pada pengumpulan pajak UMKM. Namun, penulis berpendapat bahwa epidemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 juga berdampak pada hal ini. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan jumlah wajib pajak UMKM yang mengajukan kewajiban perpajakannya pada tahun 2020, yaitu turun sebesar 2907 wajib pajak atau hampir 42% dari tahun sebelumnya. Sejak merebaknya pandemi Covid-19, terjadi penurunan yang sangat nyata dalam pergantian pelaku UMKM, sehingga masuk akal jika banyak wajib pajak UMKM yang tidak memprioritaskan persyaratan pajaknya. Penerimaan pajak penghasilan akhir dari sektor UMKM tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh hal ini. Banyak industri yang menderita akibat epidemi COVID-19, termasuk sektor UMKM (Rosita, 2020). Selain itu, bisa jadi karena wajib pajak UMKM tidak memahami bagaimana PP No. 23 Tahun 2018 berdampak pada PPh final mereka yang belum maksimal. Manopo et al. (2021) menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang baru tidak berdampak pada tindakan atau reaksi mereka dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan temuan dan analisis, dapat dikatakan bahwa ada 3828 lebih wajib pajak UMKM setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 meningkat 33 persen. Jumlah total penerimaan PPh final dari UMKM naik 2,63 persen menjadi Rp35.368.476.947. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi ini berpengaruh positif terhadap UMKM di KPP Pratama Manado, tingkat pertumbuhan wajib pajak dan pemungutan PPh final.
Dari sisi efektivitas, jumlah penerimaan PPh final UMKM menurun dengan persentase 71,05 persen kriteria kurang efektif menyusul disahkannya PP No. 23 Tahun 2018.
Tiga puluh bulan sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Manado, tidak ada variasi yang cukup besar dalam jumlah penerimaan PPh final UMKM.
Penulis dapat memberikan rekomendasi untuk KPP Pratama Manado berdasarkan kajian yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan eksekusi kebijakan pemerintah, khususnya dengan tujuan meningkatkan potensi perpajakan sektor UMKM. Sebagai ilustrasi, sosialisasi dan konseling yang efektif dan tahan lama dapat ditawarkan baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran informasi yang sekarang digunakan. Kemudian, manfaatkan sebaik-baiknya wajib pajak UMKM yang terdaftar dengan membantu mereka menyetor tanggung jawab pajak mereka dan melacaknya sehingga penerimaan pajak penghasilan final UMKM sangat meningkat.
Penulis menyarankan peneliti berikut untuk memasukkan variabel studi seperti kepatuhan wajib pajak UMKM dan kemudian melihat variabel tambahan yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk memungkinkan generalisasi temuan penelitian, lebih banyak peneliti dapat melakukan penelitian yang sama menggunakan objek penelitian yang berbeda, lebih banyak objek penelitian, atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Agar pemerintah dapat membuat kebijakan efektif yang memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di masa depan.
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